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Penelitian ini bersifat yuridis empiris, yang dilakasanakan pada masyarakat yang bermukin di daerah ,thak
Mvi Tigo, Propins Sumatera Barat. Masalah yang dikaji tentang: Perkembangan hubungan kekerabatan
yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat matrilineal Minang dipandang dari pengamaan
tanah komunal dalam hal ini adalah hak ulayat sebagal salah satu "media’ pengikatnya; Dinamika
perubahan penguasaan tanah komunal (tanah ulayat) menjadi tanah milik pribadi (perorangan) dalam
masyarakat hukum adat matrilineal Minangkabau; Pengaruh pemilikan pribadi atas tanah terhadap
perubahan hubungan kekerabatan; Pengaruh perubahan hubungan kekerabatan terhadap sistem kekerabatan
dalam masyarakat hukum adat matrilineal .

Temuan lapangan menunjukkan bahwa keterikatan masyarakat hukum adat Minangkabau terhadap tanah
telah munyebabkan timbulnya pola migrasi yang berorientasi ke kampung, dalam arti selalu memelihara
hubungan dengan kampung. Hubumgan rantau - kampung ini terbina dengan pola pewarisan, yang
memungkinkan saling mewarisi tanah yang mereka dapat dan dapatkan dari hasil harta pencaharian. Di
dalam perkembangannya, hubungan rantau- kampung dalam saling mewarisi mulai memudar, kalaupun
masih ditemukan saling mewarisi, maka pola demikian terjadi di lingkungan yang terbatas pada keluargainti
yaitu terdiri dari mamak ibu - anak (kemenakan).

Semakin terpusatnya penguasaan dan pewarisan tanah kepada keluargainti, dan diterimanya nilai dan norma
pemilikan individu di tengah masyarakat, menyebabkan semakin lemahnya ikatan keluarga luas (extended
family), yang ditunjukkan oleh semakin intensif dan penguasaan tanah oleh keluarga inti, adanya upaya
untuk selalu mempertahankan agar tanah tetap berada pada keluargainti. Perubahan pola penguasaan tanah
ini semakin jelas dengan sertifikasi tanah yang menunjuk meta seseorang dam [lama mamak kepalawrzris
sebagal wakil dari anggota kerabat matrilineal nya Penguasaan tanah ulayat sebagai tanah milik komunal
(bersama) yang sudah terfokus kepada penguasaan keluargainti, telah melatarbel akangi pendapat para
praktisi (khususnya BPN dan Departemen Kehutanan pada masa era Orde Baru) yang menyatakan tanah
ulayat sudah tidak ada Pendapat tersebut telah mewarnai berbagai kebijakan yang berkaitan dengan tanah
(khususnya tanah ulayat), sehingga kebijakan yang diambil menunjukkan tidak adanya sinkronisasi di dalam
pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat yang telah diamanatkan oleh Pasal 3 UUPA.

K etentuan-ketentuan yang menunjukkan tidak adanya sinkronisasi vertikal maxima horizontal. Tidak adanya
sinkronisasi vertikal terlihat dan ketentuan tentang pendaftaran tanah yang tidak memungkinkan pengakuan
hak masyarakat hukum adat yang diatur dengan Pasal 3 UUPA dengan bentuk-bentuk hak yang diatur di
dalam Pasal 16 UUPA, kompersi hak-hak atas tanah, dan penghapusan lembaga gadai sebagai |lembaga yang
dianggap menyengsarakan rakyat. Tidak adanya sinkronisasi horizontal terlihat dari tidak adanya keterkaitan
antara Pasal 3 UUPA dengan ketentuan Pasal 2 UUPK tentang jenis jenis hak atas tanah hutan.
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